
 

KEWARGANEGARAAN DALAM FILSAFAT POLITIK ARISTOTELES 

DAN HIDUP “MENEGARA” MENURUT NIKOLAS DRIYARKARA 

 

 

SKRIPSI 

 

DiajukanKepadaFakultasFilsafat 

UniversitasKatolikWidyaMandiraKupang 

GunaMemenuhiSebagianSyarat 

UntukMemperolehGelarSarjanaFilsafat 

 

OLEH 

 

HILARIUS PIRU 

NIM: 611 15 037 

 

 

 

 

FAKULTAS FILSAFAT 

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA 

KUPANG 

 2019 



KATA PENGANTAR 

 

      Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

bimbingan dan penyertaan-Nya, penulis boleh menyelesaikan tugas penulisan skripsi. Skripsi 

merupakan tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa. Tujuan dari penulisan 

skripsi adalah untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana. Oleh karena 

itu, setiap mahasiswa yang sudah menyelesaikan perkuliahan diwajibkan untuk menulis 

skripsi. Penulis selaku mahasiswa semester akhir juga ditugaskan untuk menulis skripsi 

dengan judul “Konsep Kewarganegaraan Dalam Filsafat Politik Aristoteles Dan Hidup 

Menegara Menurut Nikolas Driyarkara”.       

      Keberadaan manusia tidak terlepas dari orang lain. Hal ini hendak menegaskan 

hakekatnya sebagai makhluk sosial. Pada prinsipnya, manusia merupakan mahkluk sosial 

(homo socius). Kodratnya selaku homo socius mendorong dia untuk hidup dalam suatu 

kelompok atau komunitas tertentu. Di dalam kebersamaan itu, manusia menjalin kerja sama 

guna mewujudkan kesejahteraan umum. Situasi inilah yang menjadi fundamen utama dari 

hidup manusia sebagai makhluk sosial.   

     Manusia membentuk komunitas hidup bersama guna mewujudkan dimensi 

kesosialannya. Manusia membentuk rumah tangga dengan tujuan untuk mengaktualisasikan 

kesosialannya. Bahkan manusia mendirikan negara demi mewujudkan bonum commune. Hal 

ini menjadi bukti bahwa manusia secara alamiah menghendaki kesejahteraan. Kesejahteraan 

tidak bisa digapai secara mandiri. Oleh karena itu, manusia membutuhkan orang lain untuk 

mewujudkannya. Di sinilah manusia mulai meletakkan hakekat kesosialannya. Manusia 

menunjukkan hakekatnya yang sebenarnya. Dengan kata lain, kodratnya sebagai makhluk 

sosial sudah diaktualisasikan.  



      Penulis sangat tertarik dengan tema-tema filsafat yang dicetuskan oleh Aristoteles 

dan Nikolas Driyarkara. Salah satu pemikiran filosofis Aritoteles yang digeluti oleh penulis 

adalah pandangannya tentang politik. Di dalam tema ini, penulis menelaah secara spesifik 

pandangannya tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan salah satu tema yang 

sangat penting dalam wacana politik. Oleh karena itu, Aristoteles menyertakan tema 

kewarganegaraan dalam diskursus filsafat politiknya.  

      Selanjutnya, penulis juga membahas pandangan Nikolas Driyarkara tentang hidup 

menegara. Di dalam pandangannnya ini, Nikolas Driyarkara menitikberatkan peranan aktif 

dari warga negara. Bahwasanya, warga negara tidak hanya bernegara tetapi dia harus 

menegara. Maksudnya, keberadaan seorang warga di dalam negara ditentukan oleh aktivitas 

yang dilakukannya. Dengan kata lain, manusia merealisasikan kewarganegaraannya lewat 

aktivitas yang dijalankannya. Penulis melakukan studi korelasi terhadap konsep kedua filsuf 

ini. Namun, studi yang dilakukan oleh penulis belumlah sempurna. Dari sebab itu, kritikan 

dan saran dari pembaca sekalian sangat diharapkan oleh penulis. 

       Penulis juga ingin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah mendukung dan mendorong penulis dalam merampungkan karya tulis ini. 

Pada tempat pertama dan utama, penulis melambungkan syukur dan terima kasih kepada 

Allah di surga, yang merahmati waktu dan tekad kepada penulis dalam menyelesaikan studi 

ini. Untaian terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu penulis 

dengan caranya yang khas. Penulis menghaturkan terima kasih kepada: 

1. P. Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira 

Kupang, yang dengan bijaksana dan dengan penuh pengabdian telah memimpin 

penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan tinggi ini. 



2. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can., selaku Dekan Fakultas Filsafat 

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang beserta seluruh dosen yang telah 

mendidik dan memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini 

sebagai kelengkapan akhir studi. 

3. Para dosen pembimbing dan penguji: Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr, selaku 

pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan juga pencerahan kepada 

penulis selama proses penulisan skripsi; Rm. Oktovianus Kosat, Pr, S.Fil., M. Hum., 

selaku pembimbing II, yang dengan setia membimbing penulis dalam memperbaiki 
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ABSTRAKSI 

 

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan 

sesamanya yang lain. Relasinya dengan orang lain tentu berdampak pula pada sarana pemuas 

kebutuhan. Pada hakekatnya, manusia memiliki keterbatasan dalam memenuhi seluruh 

kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia mesti membangun kerja sama dengan orang 

lain demi mewujudkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan menjadi target utama yang dikejar 

oleh manusia.  

Manusia juga dikenal sebagai makhluk politik (zoon politikon). Partisipasi warga 

negara dalam politik menjadi alasan adanya polis. Ada tiga hal yang menjadi alasan mengapa 

Aristoteles sangat mengagung-agungkan “partisipasi” aktif warga negara. Pertama, 

Aristoteles menolak berbagai macam legitimasi teologis dan mistis politik. Teologis-mistis 

berkaitan dengan intervensi dari para dewa. Akan tetapi, politik merupakan ungkapan 

hakekat manusia. Kalau politik itu ekspresi dari hakekat manusia, maka manusia tidak perlu 

melibatkan campur tangan dewa. Kedua, jika manusia dari kodratnya bersifat politis, maka 

politik tidak membutuhkan kontrak sosial atau konvensi. Manusia dapat membangun 

komunitas hidup bersama dalam rangka pemenuhan serta penyempurnaan kebutuhan 

hidupnya. Ketiga, perwujudan diri manusia hanya mungkin dilakukan dalam polis atau 

negara kota. Aristoteles menggunakan term potentia-actus untuk mendeskripsikan hubungan 

antara manusia dan polis. Sebagaimana setiap kemungkinan mencapai pemenuhannya ketika 

mencapai tujuannya, demikian juga dengan manusia. Dia dapat mewujudkan kemungkinan-

kemungkinan yang dimilikinya secara kodrati dalam polis. Polis adalah aktualisasi dari 

potensi khusus manusia. 



Aristoteles kemudian mendefinisikan kewarganegaraan dengan berpatokkan pada 

kepemilikan kantor-kantor politik. Kantor politik dapat dikualifikasi menjadi dua bagian, 

yaitu kantor yang terbatas/khusus dan kantor yang tidak dispesifikasi/tidak terbatas. 

Aristoteles mendefinisikan kewarganegaraan dalam hubungannya dengan kepemilikan 

kantor-kantor tak terbatas. Namun definisi seperti ini dianggap tidak memadai, karena hanya 

berlaku untuk negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Maka dari itu, Aristoteles 

membaharui definisinya dengan menandaskan bahwa, “warga negara adalah orang-orang 

yang berhak untuk berpartisipasi dalam kantor deliberatif dan yudisial. Berdasarkan definisi 

ini, tipikal utama dari warga negara tidak lagi ditentukan oleh keanggotaan sebuah kantor tak 

terbatas, tetapi “partisipasi” dalam proses deliberasi dan yudisial. Definisi ini dianggap cocok 

untuk semua sistem pemerintahan/konstitusi.  

Partisipasi warga di dalam polis menjadi hal yang penting dan urgen. Kehidupan kota 

bergantung sepenuhnya pada aktivitas para warganya. Aktivitas yang dimaksudkan di sini 

adalah aktivitas rasional, di mana hal ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. Polis 

membutuhkan konstitusi untuk mengatur atmosfir kehidupan para warganya, sehingga 

semuanya dapat berjalan dengan aman. Untuk menghasilkan suatu konstitusi dibutuhkan 

partisipasi dari orang-orang yang berkompeten. Maka dari itu, Aristoteles menyarankan agar 

masyarakat turut berpartisipasi dalam jabatan polis. Jabatan yang dimaksud adalah jabatan 

dalam bidang deliberatif dan yudisial.  

Warga negara memiliki kewenangan untuk berpartisipasi dalam bidang deliberatif 

atau pertimbangan. Sebagai anggota dewan pertimbangan atau deliberatif, mereka memiliki 

beberapa kewenangan khusus, yakni mengurus hal-hal yang berhubungan dengan masalah 

perang, mengusahakan perdamaian, membuat undang-undang, mempertimbangkan hal-hal 

yang berkaitan dengan hukuman mati, pembuangan dan penyitaan. Selain itu, mereka juga 

mempunyai kuasa untuk mengangkat dan mengawasi kinerja para pejabat. Partisipasi warga 



negara dalam bidang deliberatif ditentukan oleh jenis konstitusi yang berlaku dalam negara 

yang bersangkutan. Dalam negara demokrasi, semua rakyat diberi hak yang sama. Salah satu 

hak yang melekat dalam diri warga negara adalah hak untuk mengeluarkan pendapat. Untuk 

memberikan masukan-masukan atau aspirasi-aspirasi, seorang warga negara harus bergabung 

dalam kelompok deliberatif. Di sanalah masyarakat melakukan pertimbangan bersama guna 

mencapai kesepakatan yang berkualitas. Kesepakatan-kesepakatan yang telah dihasilkan akan 

diterapkan dalam kehidupan polis. Dengan demikian, kemajuan polis dan kesejahteraan para 

warganya dapat tercapai. 

 Lembaga yudisial atau badan peradilan (dikasteria) merupakan salah satu lembaga 

hukum yang bertugas untuk mengadili perkara atau memberi keputusan atas suatu masalah. 

Lembaga ini memiliki peranan penting dalam kehidupan polis. Ketika warga negara 

menghadapi suatu perkara, maka lembaga ini akan menanganinya. Pada bagian ini akan 

dibahas hal-hal yang berkaitan dengan lembaga peradilan. 

 Lembaga ini memiliki delapan jenis peradilan. Pertama, pengadilan untuk peninjauan 

perilaku pejabat publik; kedua, pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap 

kepentingan umum; ketiga, pengadilan untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan 

konstitusi; keempat, pengadilan untuk kasus-kasus di seputar perselisihan jumlah denda; 

kelima, pengadilan untuk perjanjian atau kontrak antara kalangan swasta perorangan, yang 

melibatkan jumlah yang besar; keenam, pengadilan untuk kasus-kasus pembunuhan; ketujuh, 

pengadilan yang berhubungan dengan kasus-kasus orang asing; kedelapan, pengadilan untuk 

kontrak-kontrak dalam jumlah kecil. 

Nikolas Driyarkara memiliki pandangan yang khas tentang hidup menegara. Nikolas 

Driyarkara mengintegrasikan manusia dengan negara. Menurut Nikolas Driyarkara, manusia 

itu tidak bernegara, melainkan menegara! Ia menegarakan diri sendiri, sesama manusia, dan 

tanahnya dengan seluruh keadaannya. Manusia menjalin relasi dengan sesama dan 



lingkungan alam sekitar guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama 

menjadi finalitas teleologis dari hidup manusia di dalam negara.    

 


